
BUPATI MEMPAWAH 
PROVINS! KALIMANTAN BARA T 

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH 
NOMOR 4 TAHUN 2021 

TENTANG 

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, PENGISIAN KEMBALI UANG 
PERSEDIAAN DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN 

SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MEMPAWAH, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 
perlu ditetapkan Batas Jumlah Uang Persediaan (UP), 
Pengisian kembali Uang Persediaan (GU) dan Batas 
Penarikan Tambahan Dang Persediaan (TU) serta 
Mekanisme pembayaran atas beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 
2021; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Batas Jumlah Uang Persediaan, Pengisian 
kembali Uang Persediaan dan Batas Penarikan 
Tambahan Uang Persediaan serta Mekanisme 
pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Mempawah Tahun Anggaran 2021; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 'Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
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Menetapkan 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi 
Kabupaten Mempawah Di Provinsi Ka1imantan Barat 
(Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 166, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Nomor 5556); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Nomor 6322); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Mempawah 
Nornor 5); 

15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Mempawah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 
Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Kabupaten Mempawah Nomor 7). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS JUMLAH UANG 
PERSEDIAAN, PENGISIAN KEMBALI DANG PERSEDIAAN 
DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN 
SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH 
TAHUN ANGGARAN 2021. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mempawah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Mempawah. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah. 
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5. Uang Persediaan (UP) adalah Uang muka kerja yang bersifat pengisian 
kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 
langsung. 

6. Ganti Uang Persediaan (GU) adalah Pengganti uang persediaan yang tidak 
dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 

7. Tambahan Uang Persediaan (TU) adalah Tambahan uang persediaan guna 
melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat 
digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. 

8. Pembayaran Langsung (LS) ada]ah Pembayaran langsung kepada pihak 
ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja 
lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan 
waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 

BAB II 
JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) 

Pasal 2 

(1) Pemerintah Kabupaten Mempawah menetapkan Batas Jumlah Uang 
Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2021. 

(2) Jumlah Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2021 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Pengisian kembali uang persediaan atau Ganti Uang Persediaan (GU) dapat 
diberikan apabila Uang Persediaan telah terserap sekurang-kurangnya 60% 
(enam puluh per seratus) dari jumlah yang ditetapkan. 

Pasal 4 

( 1) Be saran Tam bahan U ang Persediaan (TU) dapat diberikan setinggi- 
tingginya sama dengan jumlah uang persediaan yang ditetapkan untuk 
masing-masing SKPD. 

(2) Apabila kebutuhan Tambahan Uang Persediaan (TU) melebihi jumlah 
yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus dengan 
persetujuan tertulis Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan 
keuangan. 

Pasal 5 

Sistem Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Mempawah melalui : 
a. Pembayaran Langsung (LS); 
b. Uang Persediaan (UP) 
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BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten 
Mempawah. 

Diundangka rat 
pada tan s..:.02 
SEKRETA UPATEN MEMPAWAH 

BERIT OI RAH KABUPATEN (AEMPAWAH 
TAHUI -A... NOMOR ....44........ 

Ditetapkan di Mempawah 
pada tanggal {- - 2021 

BUP 
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.. 
LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH 
NOMOR 4 TAIUN 2021 
TENTANG 
BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN , PENGISIAN KEMBALI UANG 
PERSEDIAAN DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG 
PERSEDIAAN (TU) SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2021 

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2021 

Halaman : 1 
TAKSIRAN PAGU UP DEFINITIF 

NO UNITKERJA TOTAL BELANJA TOTAL BELANJA TOTAL BELANJA BELANJA YANG TAHUN ANGGARAN 
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG OIBAYARKAN 2021 

MELALUIUP 
1 2 3 4 5 6 7 
1 DINAS PENDIDIKAN ,PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Rp 298.667.447.706,00 Rp 219.152.197.356,00 Rp 79.515.250.350,00 Rp 8328.025.550,00 Rp 600.000.000,00 
2 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA Rp 155.449.189.145,00 Rp 33.473.921.229,00 Rp 121.975.267.916,00 Rp 20.167.756.676,00 Ro 1.000.000.000,00 
3 RSUO Dr. RUBINI Rp 73.703.870.481.00 Rp 26.015.430.481,00 Rp 47.688.440.000,00 Rp 3.253.790.000,00 Rp 300.000.000,00 
4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rp 112.575.184.297.00 Rp 6.490.193.722,00 Rp 106.084.990.575,00 Rp 2.213.634.975,00 Rp 180.000.000,00 
5 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN Rp 18.888.379.510,00 Rp 3.097.154.210,00 Rp 15.791.225.300,00 Rp 1.369.631.550,00 Rp 100.000.000,00 
6 SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA Rp 6.254.340.741,00 Rp 5.211.443.791.,00 Rp 1.042 896 950,00 Rp 1.042.896 950,00 Rp 80.000.000,00 
7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Rp 3.193.558.502,00 Rp 2.259.695.602,00 Rp 933.862.900,00 Rp 933.862 900,00 Rp 70.000.000,00 

DINAS SOSIAL, PEMBEROAYAAN PEREMPUAN DAN PERLJNOUNGAN ANAK, I 8 PEMBERDAYAAN MAS YARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Rp 8.490.904.258,00 Rp 3.685.635.066.00 Rp 4.805.269.192,00 Rp 4.067.269.192.00 Rp 300.000.000,00 
9 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Rp 4.458.136.409,00 Rp 2.375.995.234,00 Rp 2.082.141.175,00 Rp 2.082.141.175,00 Rp 170.000.000.00 

10 DI NAS PERHUBUNGAN DAN LINGSKUNGAN HIDUP Rp 22.016.883.342,00 Rp 5.655.617.898,00 Rp 16.361.265.444,00 Rp 2.363.105.900,00 Rp 190.000.000,00 
11 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Rp 6.470.994.723,00 Rp 2.187.392.973,00 Rp 4.283.601.750,00 Rp 1.495.549.950,00 Rp 120.000.000,00 

12 
DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERAS! USAHA KECIL MENENGAH DAN PELAYANAN 
TERPADU SATU PINTU Rp 4.177.541.533,00 Rp 2.863.912.873,00 Rp 1.313.628.660,00 Rp 1.313.628.660,00 Rp 100.000.000,00 

13 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Rp 3.995.541.540,00 Rp 2.939.480.650,00 Rp 1.056.060.890.00 Rp 944.060.890,00 Rp 75.000.000,00 
14 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Rp 24572626.085,00 Rp 15.032.436.501,00 Rp 9.540.189.585,00 Rp 2 583.388 285,00 Rp 200.000.000,00 
15 DINAS PERIN DUST RIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA Rp 6.775.726.034,00 Rp 4.514272.180,00 Rp 2.261.453.854,00 Rp 2.261.453.654,00 Rp 180.000.000,00 
16 SEKRETARIAT OAERAH Rp 43518.637.81200 Rp 11.894.852.707,00 Rp 31.623.785.105.00 Rp 13.492.064.705,00 Rp 900.000,000,00 
17 SEKRETARlAT DPRD Rp 35.913.703.317.0 Rp 20.016.671.117,00 Rp 15.897.032 200.00 Rp 11.533.657.200.00 Rp 900.000.000,00 
18 INPEKTORA T DAERAH KABUPATEN Rp 6662.838.356,00 Rp 3.946.220 256,00 Rp 2.716.618.100,00 Rp 2.716.618 100,00 Rp 200.000.000.,00 
19 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Rp 6.100.241.579.,00 Ro 3.285 551.554,00 Rp 2.814.690.025.00 Rp 1.945.960.177,00 Rp 150.000.000,00 
20 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rp 161.370.920 112,00 Rp 18.937.996.817,00 Rp 142.432 923.295,00 Rp 3.211.121.395,00 Rp 250.000.000,00 
21 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI Rp 7.978.864.302.00 Rp 5.771.036.602,00 Rp 2.207.827.700,00 Rp 2.088.922 300.00 Rp 150.000.000,00 
22 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rp 14.332.666.049,00 Rp 4.354.803.854,00 Rp 9.977.862.195,00 Rp 4.588.513.770,00 Rp 350.000.000.00 

I 

I 
/ 

JUMLAH I Rp 6.565.000.000,0¢ 
I ; I 

Dipindai dengan CamScanner 

I 
I 

I 

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand



Halaman · 2 
TAKSIRAN PAGU UP DEFINITIF 

NO UNIT KERJA TOTAL BELANJA 
TOTAL BELANJA TOTAL BELANJA BELANJA YANG TAHUN ANGGARAN 

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG DIBAYARKAN 2021 
MELALUI UP 1 2 3 4 5 6 7 

KECAMATAN 
1 KECAMATAN MEMPAWAH HILIR Ro 5.377 .009.220,00 Rp 3.016.725.370.00 Ro 2.360.283.850,00 Rp 1.227.662.400,00 Rp 100.000.000,00 
2 KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR Rp 4.105.348.394.00 Rp 2.552.141.019,00 Rp 1.553.207 .375,00 Rp 1.147 042.100,00 Rp 95.000.000,00 
3 KECAMATAN SUJNGA! KUNYIT Rp 2.306.800.646,00 Rp 1.772.152.946,00 Rp 534.647.700,00 Rp 406.256 625,00 Rp 40.000.000.00 
4 KECAMATAN SUNGAI PINYUH Rp 3.301.691.639,00 Rp 2 226 846. 364,00 Rp 1.074.845.275,00 Rp 791.856.900.00 RD 70.000.000,00 
5 KECAMATAN ANJONGAN Rp 3.008 919 892,00 Rp 2.064 647.442,00 Rp 944 272.450,00 Rp 711.340.550,00 Rp 55.000.000,00 
6 KECAMATAN TOHO Rp 1.750.074 827,00 Ro 1.260.145.927,00 Rp 489.928.900,00 Rp 390.747.650,C0 Rp 40.000.000,00 
7 KECAMATAN SADAN'ANG Rp 1.547.393.333,00 Rp 1.112. 863 033,00 Rp 434.530.300,00 Rp 392.689.900,00 Ro 40.000.000,00 
8 KECAMATAN SEGEDONG Rp 1.848.627.969,00 Rp 1.418.967.869,00 Rp 429.660.100,00 Rp 401.094.950,00 Rp 40.000.000,00 
9 KECAMATAN SIANTAN Ro 2.018.204.981,00 Rp 1.582.085.806,00 Rp 436.119.175,00 Rp 408.298.475,00 Rp 40.000.000.00 

JUMLAH II Rp 520.000.000,00 
l O l AL (I+ II) Kp I..UUU.UU,UU 

Diundangkan di 
pada tanggal.. .........20al 
SEKREIARIS DI 'RAH KABIIPATEN MEMPAWAH 

6LRIHI D 'RAH KABUPATEN MEMPAWAH 
TAHU� •• --�H ... NOMOR ······�·-····· 
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